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A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari pulau-pulau dengan
dikelilingi oleh lautan yang luas. Terdiri dari sekitar 13.667 pulau, dengan
luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan lautannya mencapai 3.257.483
km2. Panjang garis pantainya mencapai 81.497 km2. merupakan garis pantai
terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan ZEE maka luas perairan Indonesia
sekitar 7,9 juta km2 atau 81% dari luas keseluruhan.*

Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara
yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber
daya hayati perairan yang sangat beragam. Keanekaragaman sumber daya
perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya trumbu
karang. Trumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km2 dan
memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luas
daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki
keragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari
1.650 jenis spesies ikan.

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi
perikanannya, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6,4 juta
ton/tahun, potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi

kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.

! p.Ginting dkk, IPS-Geografi, (Jakarta: Gramedia, 2006), 17.



Kekayaan akan sumber daya laut yang melimpah membuat sebagian
nelayan ingin menangkap ikan dalam jumlah banyak melalui cara merusak
(destructive fishing). Beberapa praktik penangkapan ikan dengan cara
merusak antara lain penggunaan pukat harimau (trawl), penggunaan bom
(dynamite fishing). Penggunaan bom ikan dapat menghabiskan populasi ikan,
serta dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem di sekitar (terumbu karang)
dan juga dapat membahayakan keselamatan nelayan. Aktivitas destructive
fishing ini mengancam 88% terumbu karang Asia Tenggara khususnya di
wilayah perairan Indonesia.?

Salah satu contoh kasusnya yang pernah disidangkan di Pengadilan
Negeri Parigi. pada bulan maret 2015 terjadi kasus penangkapan ikan
menggunakan bom ikan berdaya ledak tinggi dilaut Desa Kasimbar
Kecamatan Kasimbar, Kab. Parigi. perahu penggebom ikan beroperasi dengan
cara berhenti di laut Desa Kasimbar Kecamatan Kasimbar yang terdapat
banyak sumber ikan. Bom digunakan untuk menangkap ikan di lokasi yang
terdapat banyak sumber ikan. Akibat kegiatan menggunakan bom ikan,
terumbu karang mengalami kerusakan yang parah serta banyak biota laut
yang terancam punah akibat dari penggunaan bom ikan.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan
sumber daya laut membuat nelayan ingin memperoleh hasil tangkapan yang

besar secara singkat dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang

Mirsangazali,“Materi Penyuluhan Penangkapan lkan Yang Merusak Dan Tidak Ramah
Lingkungan”, https://mirsangazali.wordpress.com/20014/02/18/materi-penyuluhan-penangkapan-
ikan-yang-merusak-dan-tidak-ramah-lingkungan,diakses pada 1 maret 2016.
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tanpa memikrkan akibat yang ditimbulkan setelah penggunaan bom tersebut.
Penggunaan bom ikan menimbulkan dampak dan kerugian yang sangat
banyak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kerugian
materiil maupun kerugian non materiil, dari aspek ekonomi, ekologi, maupun
sosial.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah-masalah
lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Secara umum dapat digambarkan
kerugian-kerugian ekonomi dari penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan berupa biaya penanaman kembali terumbu karang yang
hancur akibat penggunaan bahan peledak serta melemahkan upaya
pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.

Panggilan untuk mewujudkan sistem terpadu bidang lingkungan
sebenarnya telah dimulai tahun 2009. Kementrian Negara Lingkungan Hidup
menempatkan urusan bidang kelautan, kehutanan, pertambangan, dan
perkebunan dalam lingkungan hidup pada tahun 2009. Hal ini tampak pada
kebijakan penggelolaan lingkungan hidup pada tahun 2009. Khusus nya pada
sektor kelautan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber
daya kelautan dan perikanan.*

Usaha untuk mencegah pengurasan sumber daya alam sehingga sumber
daya alam tetap tersedia. Tanpa adanya usaha pencegahan terkurasnya
sumber daya alam, maka lambat laun, tapi pasti, sumber daya alam hayati

kan habis suatu saaat. Langkah-langkah di bidang konservasi adalah

*N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan Hidup dan Ekologi Pembangunan, edisi Il, (Jakarta,
Erlangga, 2004), 216.



menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau
kelompok jenis sumberdaya alam hayati disebagian atau seluruh Zona
Ekonomi Ekslusif (ZEE) indonesia. Untuk kepentingan pelestarian sumber
daya alam hayati di laut, pasal 6 PP No0.15 Tahun 1984 melarang
penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan bahan peledak,
listrik, racun, dan bahan atau alat lain yang berbahaya.

Pada pasal 3 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan
menyatakan, bahwa: pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan
secara terpadu dan terarah dengan melestarian sumber daya ikan beserta
lingkungan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam
rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya
ikan, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai: (1) alat-alat
penangkapan ikan. (2) syarat-syarat teknis penangkapan ikan yang harus
dipenuhi oleh kapal perikanan. (3) jumlah penangkapna ikan, jenis dan serta
ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap, (4) daerah, jalur dan waktu atau
musim penangkapan ikan, (5) pencegahan pencemaran dan kerusakan,
rehabilitasi dan penebaran jenis ikan baru, (6) pembudidayaan ikan dan
perlindungannya, (7) pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit
ikan dan (8)hal lain yang perlu.’> Dalam litelatur masalah-masalah lingkungan
hanya dikelompokkan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UULPH). UULPH juga hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan

SIbid., 217.



hidup, yaitu: pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Dalam pasal
1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yakni:

Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan, sehingga

kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan
lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.®

Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal
1 butir 14, yaitu:

Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat fisik dan /atau hayati yang mengakibatkan lingkungan

hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan
berkelanjutan.”

Salah satu bentuk tindakan pencegahan adalah memberikan peringatan
kepada semua orang, baik sebagai pengusaha, pemilik kapal, nahkoda kapal
untuk menghindari penggunaan bahan peledak dan semacamnya dalam usaha
penangkapan ikan.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.45 Tahun 2009
perubahan atas Undang-Undang Nomor UU No.31 Tahun 2004 yang
menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,

bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan

dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia.®

® pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
"Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: RajawaliPers, 2012), 2.

®pasal 8 ayat 1Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tentang perikanan.



Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau
cara, atau bangunan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian
(ayat 5). Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan biologis, bahan
kimia, bahan peledak, alat atau cara, atau bangunan sebagai mana dimaksud
pada ayat (5), diatur dengan peraturan pemerintah (ayat 6).

Berkatian dengan pengaturan pelarangan menggunakan bahan peledak
untuk melakukan penangkapan ikan, akan berdampak besar terhadap
keberadaan habitat ikan dan sumber daya ikan itu sendiri, sebab secara
alamiah penggunaan bahan peledak dan semacamnya akan mematikan semua
jenis ikan tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya plankton-plankton yang
menjadi makanan dari ikan itu sendiri.

Sementara itu, dalam pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang
perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan. menyatakan
bahwa:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau
menggunakan alat penagkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan
yang menggangggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri
ayat(2).°

Adapun hukuman penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan

dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 84

menyebutkan:

%Pasal 9Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
tentang perikanan.



Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, di wilayah pengelolaan
Republik  Indonesia  melakukan  penagkapan ikan  dan/atau
pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat
merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan
dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan
denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta
rupiah).*

Islam mengajarkan agar umat manusia senantiasa menjaga lingkungan,

Allah SWT melarang manusia membuat kerusakn dimuka bumi.

Dalam surah al a’raf ayat 56 Allah berfirman:
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Artinya : Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi,
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik.

Dalam surah ini di jelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi

beserta isi nya untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan

malah sebaliknya dirusak. Merusak lingkungan hidup bisa berdampak yang

sangat besar oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya melakukan

kerusakan. Masyarakat Indonesia belum sadar bahwa krisis multidimensi dan

bencana yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan,

kebakaran hutan, dan lainnya adalah karena ulah manusia sendiri.*?

19pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Departemen Agama RI, alQuran dan Terjemahan, (Surabaya: Mega Jaya Abadi), 334.

2Gufron, Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis Problematika Ekologi di Indonesia

dalam perspektif figh albi’ah) Cet.1 (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 97.



Dalam surah Ar Rum ayat 41 Allah SWT berfirman :
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Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali

(ke jalan yang benar).

Dalam hal ini penggunaan bom ikan dalam menangkap ikan termasuk
dalam kejahatan yang didalamnya terkait dengan harta dan lingkungan .

Menurut Hukum Islam penggunaan bahan peledak dalam penangkapan
ikan digolongkan pada jarimah kemaslahatan umum karena penggunaan
bahan peledak dalam menangkap ikan dapat menimbulkan kerusakan besar
bagi lingkungan serta dapat mengganggu kemaslahatan masyarakat.

Hukum Islam sangat melarang adanya perbuatan yang merugikan serta
menggangu ketentraman masyarakat dan hukumannya adalah ta’zir. Ta’zir
adalah sanksi yang tidak ditentukan oleh al Quran dan Hadis berkaitan
dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya. Ta’zir
bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan dan koreksi
mencegahnya yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah.'*

Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah ini

menjadi karya ilmiah skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam

terhadap Putusan hakim dalam kasus Penggunaan bahan peledak dalam

Departemen Agama RI, alQuran dan..., 354.
Y“Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), 9.



menagkap ikan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Palu  No.

72/Pid.Sus/2015/PT PAL).

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam

penelitian ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai

berikut;

1.

2.

Faktor penyebab penggunaan bahan peledak dalam menangkpan ikan.
Dampak dari penggunaan bahan peledak dalam menangkapn ikan.
Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan Pengadilan
Tinggi Palu  No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL terhadap tindak pidana
penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan.

Dasar  hukum hakim dalam Pengadilan  Tinggi Palu
No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL terhadap tindak pidana penggunaan bahan
peledak dalam menangkap ikan.

Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penggunaan bahan
peledak dalam menangkap ikan.

Masalah penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan memuat

suatu masalah yang bersifat umum, sehingga diperlukan suatu pembatasan

masalah dalam pembahasannya. Dalam hal ini pembatasan masalah adalah :

1.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak
dalam menangkap ikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palu

No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL.



10

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan
Tinggi Palu dalam tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan di Pengadilan Tinggi Palu.

C. Rumusan Masalah
Dari apa yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalah
yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan
bahan peledak dalam menangkap ikan pada putusan No.
72/Pid.Sus/2015/PT.PAL?

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim
dalam tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan
dalam putusan No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL?

D. Kajian Pustaka
Permasalahan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan
sebernarnya sudah pernah dikaji oleh para penulis lainnya. diantaranya :

1. Asep Maulana R. yang berjudul “llegal Fishing Perspektif Hukum
Islam” skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum
islam terhadap illegal fishing dan solusi alternative pemberantasan
illegal fishing dalam tinjauan prespektif hukum islam.

2. Hasanah Fifin Inbatun. Yang berjudul berjudul “Analisis Hukum Islam
Terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 84 pk/pid/2005 tentang
pembuktian illegal fishing”. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana

dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus
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perkara illegal fishing dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan
Mahkamah Agung Nomor: 84 pk/pid/2005 tentang pembuktian illegal
fishing.

3. Nurul Huda yang berjudul “lllegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif” skripsi ini membahas tentang analisis gagasan atau
konsep, yakni konsep hukum untuk menentukan status hukum ilegal
fishing dalam hukum islam yang kemudian dikomparasikan dengan

konsep hukum positif Indonesia.

E. Tujuan Peneitian.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti
mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan
No.72/Pid.Sus/2015/PT.PAL tentang tindak pidana penggunaan bahan
peledak dalam menangkap ikan yang menyebabkan kerusakan pada
lingkungan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan
hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana penggunaan bahan
peledak  dalam  menangkap ikan  dalam  putusan No.

72/Pid.Sus/2015/PT.PAL di Penggadilan Tinggi Palu.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan berguna untuk:
1. Teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan kerangka
berfikir para ilmuan dalam disiplin ilmu pengetahuan agar bisa lebih
maju lagi, serta dapat menjadi sumber informasi yang jelas kepada
masyarakat tentang akibat penggunaan bahan peledak dalam
menangkap ikan.
2. Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan
bagi penerapan ilmu di lingkungan masyarakat dalam mencari solusi
yang dapat dilakukan agar tidak terjadi penangkapan ikan menggunakan
bahan peledak, serta menjadi masukan kepada penegak hukum
khususnya polair dalam proses penyelesaian kasus penggunaan bahan
peledak dalam menangkap ikan di Indonesia.
G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya
definisi operasional dan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan
dengan judul yang diangkat penulis. Yaitu:
1. Hukum Pidana Islam : Hukum syarak yang berkaitan dengan masalah
perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hukuman ta’zir karena berkaitan dengan tindak

pidana penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang
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menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Syariat Allah
yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama
syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang
mengganggu ketertiban umum, serta mengatur tindakan melawan
perarturan-peraturan yang bersumber dari al-Quran dan Hadis.

2. Putusan Hakim pada Kasus penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan : putusan Hakim pada kasus ini adalah sebuah
keputusan yang sudah diputuskan di Pengadilan Tinggi Palu No.

72/P1d.Sus/2015/PT.PAL.

H. Metode penelitian.

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya'®. Agar dalam penyusunan skripsi ini
mencapai hasil yang maksimal, metode dalam penulisannya yaitu :

1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan

(library resaerch) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-

buku dan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, baik berupa buku

maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, jenis penelitian
ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang

berkaitan dengan persoalan yang dikaji oleh penulis sehingga penulis

>Suharsini Arikunnto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet 13, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta,2006), 160.
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dapat memahami, mencermati dan menganalisa berdasarkan data yang
di peroleh tersebut.
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak
pidana Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada
putusan Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL.
3. Sumber data
Data adalah catatan atas kumpulan fakta.’® Data yang digunakan
adalah sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Sumber yang diperoleh secara langsung. Sehingga
dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan dengan
penelitian ini, diantaranya berasal dari: putusan Pengadilan Tinggi
Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL
b. Sumber Sekunder
Sumber yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada
Dalam hal ini data yang digunakan peneliti antara lain:
1) N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan Hidup dan Ekologi
Pembangunan, edisi I, Jakarta:Erlangga, 2004.
2) Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta:

Rajawali Pers, 2012

16 Wikipedia, “data”, http/id. Wikipedia.org/wiki/data, diakses pada 1 Maret 2016
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3) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana
Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
4) Djazuli, Figh Jinayah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
5) Gufron. Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan (Analisis
Problematika Ekologi di Indonesia dalam perspektif
fighalbi’ah). Surabaya: IAIN SA Press, 2012.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Telaah Dokumen
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari
catatan atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini,
sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisa
berdasarkan data yang di peroleh tersebut.
b. Telaah pustaka
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendukung
penelaahan yang lebih mendalam terhadap masalah yang menjadi
objek penelitian sehingga penulis mendapatkan referesi yang tepat
untuk memahami, mencermati dan menganalisa kasus mengenai
penggunaan bom ikan dalam menangkapikan berdasarkan data yang
di peroleh tersebut.
5. Teknik Pengolahan Data
Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :
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a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang
telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan,
kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer
dan sekunder tentang analisis penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan pada putusan Pengadilan Tinggi Palu
No.72/Pid.Sus/2015/PT PAL perspektif Hukum Pidana Islam.

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang
telah diperoleh tentang analisis penggunaan bahan peledak dalam
penangkapan ikan pada putusan Pengadilan Tinggi Palu
No.72/Pid.Sus/2015/PT PAL perspektif Hukum Pidana Islam.

c. Analyzing, yaitu memberikan analisis dari data-data mengenai
unsur-unsur yang terdapat dalam penggunaan bahan peledak, dan
unsur-unsur hukuman yang dikenakan kepada penggunaan bahan
peledak dalam penangkapan ikan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistematis catatan hasil observasi sesuai dengan arah studi yang telah
dipilih oleh penulis, teknik analisis data yang digunakan berupa metode
deskriptif analisis yaitu mendeskrisikan data yang berhasil dihimpun
sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan
pemahaman yang kongkrit dan jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai
disini adalah pola pikir deduktif yang berangkat dari faktor yang umum,

yaitu penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada putusan
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Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT.PAL, kemudian ditarik

kedalam hal yang sifatnya lebih khusus.

Sistematika Pembahasan

Bab I, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-langkah
yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini meliputi : latar belakang
masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian, dan sub bab terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab I1, bab ini secara umum menguraikan tinjauan umum hukum pidana
Islam terhadap penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan atau
landasan teori mengenai konsep ta’zir dalam hukum pidana Islam.

Bab Ill, bab ini berisi data tentang uraian putusan yang diperoleh di
Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL, dasar pertimbangan
hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penggunaan bahan peledak
dalam menangkap ikan.

Bab 1V, bab ini menguraikan tentang analisis hukum pidana Islam
terhadap putusan pengadilan yang di jadikan landasan dan pertimbangan
hukum oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak
pidana pengunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada putusan
Pengadilan Tinggi Palu No. 72/Pid.Sus/2015/PT PAL.

Bab V, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman

yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skrispsi ini. Dalam bab akhir
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ini dijelaskan rumusan masalah kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai
jawaban yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang

membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.



